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RINGKASAN 

 

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif fenomena penerbitan sertipikat 

hak milik ganda oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige 

daad) yang menimbulkan kerugian bagi pemegang hak sah. Latar belakang 

penelitian bertumpu pada urgensi tanah sebagai sumber daya strategis dan hak 

konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 

28H ayat (4) UUD 1945, serta prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh UUPA 

dan peraturan turunannya. Meskipun regulasi telah menetapkan prosedur 

pendaftaran dan perlindungan hak atas tanah, praktik di lapangan menunjukkan 

adanya kelemahan administratif yang memicu tumpang tindih hak kepemilikan. 

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama: (1) unsur-unsur 

perbuatan melanggar hukum oleh ATR/BPN dalam penerbitan sertipikat ganda; dan 

(2) upaya hukum yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan. Untuk menjawabnya, 

digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus, didukung oleh analisis terhadap Putusan No. 79 

PK/TUN/2018. Putusan ini menjadi ilustrasi konkret bagaimana penerbitan 

keputusan administratif yang bertentangan dengan putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap dapat merugikan pemegang hak, mengakibatkan hilangnya kepastian 

hukum, dan memicu sengketa berkepanjangan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat ganda oleh 

ATR/BPN memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum oleh badan atau 

pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, 

yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AUPB). Pelanggaran tidak hanya terjadi terhadap 

ketentuan positif yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

dan Peraturan Menteri ATR/BPN terkait prosedur pendaftaran tanah, tetapi juga 

terhadap prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah. 

Kerugian yang ditimbulkan bersifat multidimensi, meliputi kerugian materiil, 

immateriil, dan prosedural, hilangnya potensi manfaat ekonomi, serta pelanggaran 

terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. 

Dalam aspek penyelesaian sengketa, penelitian mengidentifikasi dua jalur 

utama: litigasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata, dan 

non-litigasi melalui mediasi atau ajudikasi khusus Ombudsman. Jalur litigasi 

menawarkan kepastian hukum namun memakan waktu dan biaya besar, sedangkan 

jalur non-litigasi bersifat lebih efisien dan dapat mempertahankan hubungan antar 

pihak, meskipun memiliki keterbatasan dalam eksekusi hasil kesepakatan. 

Penelitian ini menegaskan bahwa ATR/BPN, sebagai organ negara, tunduk 

pada prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan dapat dimintai pertanggungjawaban 

perdata ketika kelalaiannya menimbulkan kerugian. Kebaruan penelitian terletak 

pada integrasi analisis normatif terhadap unsur PMH dan upaya hukum dalam 

konteks pertanggungjawaban lembaga negara di bidang pertanahan, yang selama 

ini jarang dikaji secara menyeluruh. 
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ABSTRAK 

Fenomena penerbitan sertipikat hak milik ganda oleh Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi 

pertanahan Indonesia yang seharusnya menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum. Penelitian ini bertolak dari permasalahan adanya dugaan perbuatan 

melanggar hukum (onrechtmatige daad) oleh ATR/BPN dalam penerbitan 

sertipikat ganda, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang hak sah. 

Rumusan masalah difokuskan pada analisis unsur-unsur perbuatan melanggar 

hukum oleh ATR/BPN serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang 

dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode 

deskriptif, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum, serta studi kasus 

Putusan No. 79 PK/TUN/2018 sebagai yurisprudensi relevan. Kebaruan penelitian 

terletak pada analisis integratif mengenai tanggung jawab perdata lembaga negara 

atas kelalaian administratif dalam penerbitan sertipikat tanah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat ganda yang dilakukan tanpa verifikasi 

menyeluruh melanggar asas kehati-hatian dan memenuhi kriteria pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kerugian yang ditimbulkan tidak 

hanya bersifat materiel, tetapi juga mencakup kerugian imateriil dan ketidakpastian 

hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ATR/BPN dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara perdata dan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk 

menuntut ganti rugi melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Disarankan agar 

ATR/BPN memperkuat sistem pengawasan dan digitalisasi data pertanahan guna 

mencegah konflik agraria di masa mendatang. 

Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Pertanggungjawaban Perdata, Kepastian Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

ABSTRACT 

The issuance of duplicate land ownership certificates by the National Land Agency 

(ATR/BPN) reflects a structural weakness within Indonesia's land administration 

system, which ideally should guarantee legal certainty and protection of ownership 

rights. This research addresses the issue of alleged unlawful acts (onrechtmatige 

daad) committed by ATR/BPN in issuing overlapping land certificates, which result 

in material and immaterial losses for the rightful landowners. The research focuses 

on analyzing the elements of unlawful acts by ATR/BPN and the legal remedies 

available to the affected parties. Employing a normative juridical method with a 

descriptive approach, this study examines applicable legal provisions, legal 

theories, and case analysis of Judicial Decision No. 79 PK/TUN/2018 as relevant 

jurisprudence. The novelty of the research lies in its integrative legal analysis of 

state liability in the context of land certificate issuance errors. Findings indicate 

that the issuance of duplicate certificates without proper verification violates the 

principle of prudence and fulfilling the criteria for violations as stipulated in Article 

53(2) of Law No. 5 of 1986 in conjunction with Law No. 51 of 2009. The resulting 

losses affect not only the economic rights but also undermine legal certainty for 

rightful owners. The study concludes that ATR/BPN can be held civilly liable, and 

the harmed party is entitled to claim compensation through litigation or alternative 

dispute resolution mechanisms. It is recommended that ATR/BPN enhance 

oversight mechanisms and implement digital-based land data systems to prevent 

future land conflicts and ensure sustainable agrarian justice. 

Keywords: Duplicate Certificates, Civil Liability, Legal Certainty 
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